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WALIKOTA METRO

PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR -7 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

bahwa  keracunan makanan  sering kali  terjadi
di masvarakat yang disebabkan oleh makanan yang telah
tercemar atau terkonmtarmnasi dengan berbagai  baban
pencemar atau karena tempat pengelolaan yang tidak
higienis;

bahwa uniuk menghindari hal-hal sebagaimana tersebut
diatas, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan
pengendalian dan pcmenksaan pada tempat pengelolaan
makanan dengan maksud unluk mengetahu sejauh mana
tempal pengelnlaan makanan tersebut telah dikelola sesuai
dengan standar keschatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Tzin Produksi Pangan Industnn Rumah
Tanges;

Undang-Undang Nomor 12 2 Tahun 1999 lentang
Pembentukan Kabupaten Dati 1T Way Kanan, Kabupaten
Dati 1T Lampung Timur dan Kotamadya Dati I Metro
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3825);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 19949 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang
perlindungan dan  pengelolaan Lingkungan  Hidup
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia
Nomor 5059),
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Menetapkan

10,

11.

12,

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Hesechatan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2063);

Undang-Undang Nomer |2 Tabun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan |(Lembaran
Negara Republik  Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran  WNegara  Republik Indonesia
Nomor 3234);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5360};

Undang-Undang MNomor 22 Tahun 2014 tentang
Pemerinlahan Dacrah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoncsia Nomor 4437) schagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor @ Tahun 2015 [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tamhahan Lemburan Negara
Republik Indonesia Nomor H6791);

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan
Republik Indonesia Nomor : HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun
2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi
Pangan Industri Rumah Tangga;

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Lembaran Daerah
Kota Metro Tahun 2013 Nomor 7)s;

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Pembennikan Oreanisasi dan Tata Kerja Perangkat Dacrah
Kota Metro (Lembaran Dacrah Kota Metro Tahun 2008
Nomor U/, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor
7] sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dacrah
Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kola
Metro Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Metro Nomor O1);

Peraturan Walikota Melro Nomor 26 Tahun 2013 tentang
Jenis Rencana Usaha danfatau kegiatan yang Wajb
dilengkapi dengan Dokumen Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2013 Namor 27);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG IZIN PRODUKSI PANGAN
INDUSTRI RUMAH TANGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Paszal |

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.

Dacrah adalah Kota Metra.
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2, Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penvelenggara pemerintahan daerah,

3. Kepala Daerah adalah Walikola Metro.

4. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang sering
discbut KPM-PTSP adalah Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Metro.

&n

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau
metode terlentu, dengan atau tanpa bahan tambahan,

6. Industri Rumah Tangga Pangan, vang selanjuinya disebui IRTF adalah
perusahaan pangan vyeng memiliki tempat usaha diternpat linggal dengan
peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.

7. Label Pungan adalah setiap kelerangan mengenal pangan yang berbeniuk
gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau beniuk lain yang disertakan pada
pangan, dimasukan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagan
kemasan pangan.

8. Kemasan Pangan Primer adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi
. dan/atau membungkus pangan yang bersentuhan langsung dengan pangan.

9. Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai
kualifikasi PKP yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam
produksi pangan dan diberi tugas untuk melakukan penyuluhan keamanan
pangan dari organisasi yang kompeten.

10. Qertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, yang sclanjuinya disingkat
SPP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Walikota terhadap pangan
produksi IRTP diwilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian
SPP-IRT dalam rangka peredaran pangan produksi IRTP.

11. Nomor P-IRT adalah nomer pangan IRT yang menjadi bagian tidak terpisahkan
dari SPP-IRT dan wajib dicantumkan pada label pangan [RT yang Lelah
memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT.

12, izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (iPP-IRT), diberikan kepada PP-
IRT yang mempunysi renaga yang hulus Peryuluhan Keamanan Pangan dan
. telah diperiksa sarana produksinya dengan hasil minimal cukup.

BAR 11
OBJEK DAN SUBJEE PP-IRT

Pas=al 2

(1) Objck I#in Produksi Pangan Indusitri Rumah Tangga (PP-IRT| adaleh izin
keamanan pangan industri rumah tangga yang diterbitkan oleh Pemerintah
Daerah.

(2] Subjek Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PP-1K1] adalah schiap orang
atan badan vang menyelenggarakan atau melakukan pengelolaan makanan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3
(1] Setiap penyelenggara  tempat  pengelolaan makanan  berhak untuk

menyelenggarakan usahanya sesuai dengan Peraturan MPerundang-undangan
yang berlaku serta mendapat bimbingan dari Pemerintah Kola Metro.
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(1}

I_'la!am menjalankan usahanys, penvelenggara tempat pengelolaan makanan
wajib memihki izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PP-IRT).

BAB IV
RUANG LINGEKUP DAN PERSYARATAN IZIN PP-IRT

Pasal 4

Ruang Linglkup PP-IRT yang diberikan meliputi :

a. Higiene Sanitasi makanan;

h. Pengendalian Vektor bahan berbahaya radiasi dan kebisingan;
c. Produksi Pangan Industri Rumah Tanggga (PP-IRT];

d. Penjamah makanan.

Persyaratan permohonan Produksi Pangan Industri Rumah Tanggga (PP-IRT)
tetap adalah sebagai berikul |

. Mengajukan surat Permohonan;

. Fotocopy KTH,

. Pas foto 3X4 cm 2 (dua) lembar;

. Surat izin / keterangan usaha (asli) dari kelurahanl lembar;
Denah lokasi;

Label produksi 1 lembar;

Sertifikal penyuluhan keamanan pangan;

. Hasil Laboratorium [atas permintaan tim tekmis);

Surat Keterangan Puskesmas setempat;,

SPPL atau UKL UPL {atas permintasn tim teknis),

gl e o - B s - AR e

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN 1ZIN PRODUKSI PANGAN INDUSTRI
RUMAH TANGGA (PP-IRT)

Pasal 5

Pemohon mengajukan Surat Permohonan untuk mendapatkan Ixin PP-IRT
kepada Walikota melahu Kantor Penanatnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (KPM dan PTSPF). Format permohonan sehapaimana tercantum  pada
lampiran | Peraturan ini.

Petugas Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPM
dan PTSF) memeriksa kelengkapan berkas permohonan,

Tim Teknis melakukan kunjunpgan pemeriksaan  dilapangan dengan
menggunakan blanko kondisi fisik dilapangan (check list) dan kuisioner yang
terkait dengan persyaratan teknis kesehatan yang harus dipenuhi.

Berita acara pemeriksaan dilapangan ditandatangani oleh Tim Teknis dan
diketahui Kepala Dinas Kesehatan,

RBekomendasi ditandatangan oleh Petugas leknis yang ada di Kantor Pf.-nan:a.man
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu [KFM dan PTSP) atas nama Kepala
Dinas Kesehatan.

Bentuk dan Format Berita Acara Pemeriksaan Lokasi sebagaimana tercantum
dalam lampiran Il Peraturan ini.

Praaal &

Jangka waki penerbitan Izin PP-IRT selambat-lambatnya 14 [empal belas) han
sejak permohonan diterima jika persyaratan lengkap.
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{2) Bentuk formmal Izin PP-IRT sebagaimana tercantum dalam lampiran VI
FPeraturan i,

Pasal 7

Walikota atau Pojabat vang ditunjuk dapat menolak/tidak membernkan [zin PP-IRT
jika tidak memenuhi persyaratan yang scsual dengan ketentuan yang berlaku.

EBAB VI
MAEA BERLAKU DAN DAFTAR ULANG

Pazal &

(1) Bagi Pengusaha vang memiliki Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan masa
berlaku iginnya 5 {lima) tahun, selama usaha masih berjalan dan tidak dapat
dipindahtangankan.

(2} Penerbitan Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PP-IRT) tidak
dikenakan biaya.

BAB VII
=) PENGAWASAN

Pasal 9

Pengawasan izin PP-IRT terhadap tempat pengelolaan  makanan merupakan
langgung jawab Walikota yang secara operasional dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

Pazal 10

(1} Pengawasan dilakukan secara berkala sckurang-kurangnya setiap 1 {Efalu}
tahun sekali dengan menggunakan buku pengawasan yang disimpan olch Dinas
Kesehalan.

(2]. Biaya pengawasan dibebankan sepenuhnya pada APBD Kola Melro.

BAB VIIT
' SANKSI

Pasal 11

{1} Pelanggaran terhadap ketentuan yang diaiur dalam Peraturan Walkota
dikenakan sanksi tindakan administratif berupa :
a. Teguran lisan;
b. Teguran tertulis alau;
¢. Pencabulan izin.

{2) Tindakan administratil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesual peraturan Perundang undangan yang berlaku.

(3] Tindakan pencabutan izin scbagaimana dimaksud pada ayal [:.l} h1__1:nlql' «
dilekukan olch Walikota/pejabat vang ditunjuk dengan rekomendasi dan dinas
Lerkait sesual dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlalaa.
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EAB IX
EKETENTUAN PERALTHAN
Pasal 12

(1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulal berlaku, setiap Pengusaha Industri
Rumah Tangga yang belum memiliki lzin PP-IRT harus mengurus izinnya, paling
lama dalam jangks waktu 6 (enam] bulan selelah diundangkan Peraturan
Walikota ini.

{2) Izin PP-IRT yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannys Peraturan Walikola ini
Letap berlaku, sampal habis masa berlakunya,

Pasal 13

Hal-hal vang bersifat leknis yang berkaitan dengan pemberian Izin PP-IRT akan
dilaksanakan berdasarkan peraturan dan perundang undangan yang herlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUF

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulal berlaku, maka Peraturan Walikota Metro
Nomor 5 Tahun 2012 tentang Izin Laik Sehat Pada Tempal Pengelolaan Makanan
Minuman dan Tempat-Tempat Umum dicabut dan dinyatakan lidak berlaku.

Pagal 15

Peraturan Walilota ini mulai berlaku pada tanggal diundanghkan.

Agar sctiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walilcota ini dengan penempalannya dalam Berita Daerah Kota Mctro,

T I

= = T -

Lo ERAD P Ditetapkan di Metro
| __._#hHAF HiE AR Hi: | Pada tanggal | Degn ber 2015
£ ] } o 2
[o s = . Be | Pj. WALIKG//A METRO,
" L'L"‘:q; At ¥ t I I-:IE '.'hl
; .. .-:l-.. ...h: n . I| =
ﬂa-]‘ : ACH CHRISNA PUTRA
Diundangkan i Metro B
pada tanggal b Do 2015
SEEKRETARIS KOTA METRO,
IS
2

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2015 NOMOR ...........ccccves
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Lampiran | : Peraturan Walikota Metro
Nomor : #& Tahun 2015
Tanpual; | Cewmba” 2015

Perihal : Permohonan Untuk mendapatkan [zin
Keamanan Pangan [ndustri Rumah Tangga

Kepada Yth,
Bapak Walikota Metro
Cry. Kepala KPM dan PTSP
Ds-
Metro

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini
. Nama

Umar

Alamat

Mengajukan permohonan untuk memperoleh xin Produksi Pangan Indusir Kumah

Nama Perusahaan
Nama Pemilik
Alamat Perusahaan

Bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai kelengkapan berkas permohonan
sehagai berikouat

4. Fotocopy KTP schanyak 1 (satu) lembar;
1s. Pas foto 3X4 cm 2 (dua) lembar;
¢. Surat izin/keterangan usaha (asli) dari Kelurahan 1 lembar;
d. Denah lokasi;
. e, Label Produksi;
f. Sertifikal Penyuluhan Keamanan Pangan;
g. Hasil Laboratorium (apabila diperlukan);
h. Surat Keterangan puskesmas selempat.
Demikianlah Permohonan ini dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima
kasih.
Mectro, 20
E e T ! Hormat Sava
5 k- 3B & v ]
i ___,"__‘EEH#F ke v s i Pemohon
i aekda
e Pj. W ‘A METRO,
l ~

ﬂ.-T

A T T e i

ACHMAD CHRISNA PUTRA
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Lampiran Il ; Peraturan Walikota Metio
Nomor @ 22 Tahun 2015

Tanggal ; + Pomberap15

Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama
2. NIP

3. Pangkat/Gol

4. Jabatan

Denpan imi menerangkan bahwa

MNama Pemilik
Llmar

. Momaor KTP
Alarnat
Nama Usaha
Alamat

Merupakan usaha yang ada dalam wilayah tugas kami dan dalam pembinaan kami.

Demikian surat kelerangan ini dibual, agar dapat dipergunakan sebagaimana

meshinya.
Metro,... ... 4 L
KEPALA U SEESMIH'%
T TR T Rty e
FARAF E-"E'-'*“',T:"-T”aﬁ i Pj. W TA METRO,
i BT O AT |
.. 'é-:mk'd*a Loy &1 - 1 ;G T E .-."1
5 . ’, ]Er g =
I TH, B _r PEL s R .!I
‘2 Bagia 4 : ACH CHRISNA PUTRA

...._I::? “TF . e e I L :

> N i -\..-\.-\.__._
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Lampiran I ; Peraturan Walikota Metro

Nomor: &4 Tahun 2015
Tanggal: & DesmberaQls

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI
NOMOR :

Pada hari......... Tangeal......... A o peencan TR e s s telah melakiukan
pemeriksaan lapangan terhadap lzin Industri Rumah Tangga (P-IRT), sesus dengan
Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro Nomaor o

tanggal.........coooeeeeennn. LENLANE pemeriksaan sarana terschut,

Berdasarkan hasil pemeriksaan tim teknis izin PP-IRT pada.........o.ceenee dengan
SRR oo s s s o telah memenuhi / tidak memenuhi syarat keschalan dan
@  dapat/tidak dapat diberikan lzin PP-IRT pada sarana terscbut, karena :

. Administrasi
2, Keadaan fisik (bangunan, peralatan, kelenghkapan|
3. Lingkungan

Demikian berita acara pemeriksaan lapangan ini kami buat untuk dapal di
pergunakan schagai bahan pertimbangan dalam pemberian/ penerhitan surat izn
PP-IRT.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan

peruhahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

% (52 5 o PO |
Mengetahui Tim Pemenksa Lapangan
Kepala Dinas Kesehatan 5.
Kota Metro 2.
3.
4,
3.

[Facl

é

rram

FARAF HIFD s

Al T T
"

'Sekda ; Pj. WALIK METRO,
s R .
?'bﬂﬁus';*.:':.m- P R — o
ﬁ R s = T f‘ A CHRISNA PUTRA
fiag le:..uu._.,__,_
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Lampiran IV : Peraturan Walikota Mctro
Nomor : #&F Tahun 2015
Tanggal : I Dermberog)s

REKOMENDASI
Nomor : 441/ fD.2-03/20....

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Nomor @ 441/ fD2-03/20.
tanggal _......ooceenn 20000 serta Kepulusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro
NOITIOT | ccecvvcvsrmnsnsmnmannarnneas Lamggal e tentang  Pelimpahan
Wewenang Penerbitan Rekomendasi lzin Saryankes, PIRT dan Laik Sehat dan Surat
Perintah Kepala Dinas Keschatan Kola Metro Nomor o0 tanggal
cirenrereereeeese lETITANE Pemugas Penilai Perizinan Saryankes, PIRT dan Laik Sehal dan
Hasill Pcmerksasn Tim  Teknis lzin PP-IRT pada sarana oo
L FORYRPORRROR ARSI . {5 < ok 2 ] g | AT R S

.- Telah memenuhi svaral kesehatan dan dapat/tidak dapat dibenkan rekomendasi
terhadap Izin/PP-IRT pada sarana tersebut, karena :

1. Administrasi : Budah /tidak memenuhil syarat.
2. Keadaan Fisik (Bangunan,peralatan,perlengkapan) @ Sudah/tidak memenum

syarat,
3. Hasil laboratorium  : Sudah /tidak memenuhi syarat,

Demikian surat rekomendasi ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagas
bahan pertimbangan dalam pemberian/Penerbitan lzin/PP-IRT,

Mengerahui
a.n. Kepala Dinas Kesehatan
Kota Melro
Petugas teknis

i
=
-~
i
&

Ly
.l.:_qﬂ
:IJ:l

o

=T e Ty - —a

I;E'r{""?"*!"" Hﬂgi—'-'-"'; :
§ T

-------
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Lampiran V : Peraturan Walikota Metro
Nomor :27Tahun 2015
Tanggal : 4 PeEmbar 2015

SERTIFIKAT PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN

MIETVEENE < oozl e
Diberikan kepacda -
Marra e e e T i G P R i 2 g
Jabatan : Pemilik/ Penangpungjawahb
Alamat R S e e e s

Yang telah mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PEP) dalam  rangka
Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Bumah Tangega (SPP-TRT)
herdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik
Indonesia No. : HK.03.1.23.04.12.2205 tanggal 5 April 2012 yang diselenggarakan
i

Kabupaten/ Kota A R RGP L e L R s

Provinsi i O RS A s S B e frnr e

Pada tanggal P e R - e e b S

. Mietrn b annidte

Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro
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Lampiran VI : Pecraturan Walikota Metra
Nomor ; #2 Tahun 2015
Tanggal : 4 Ml 2015

SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

PLIRT MO e,
Niberikan kepada ;
Nama IRT
Alamat pemilik i e ey WA i e o ¢ T A S R
Alamat e N I S ———
Jenis Pangan R A R s e e B s i e e

[sesual nama jemis pangan [RT)

Kemasan primer

Yang telah memenuhi persyaratan Permmberian Sertifikast Produlkesi Pangan Industra
Rumah Tangga [SPP-TRT) herdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat
dan Makanan Republik ITndonesia Nomor @ HE.O3,1.23.04,12.2205 Tahun 2012
langgal 5 April 2012 vang diselengparakan di :

Kabupaten/ Kota
Provinsi

Pada tanggal L T R s

Mty oo LI

an. Pj. WALIKOTA METRO
Kepala Kantor Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pinta
Kota Metro

Fitw
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